
YOGYA (KR) - Sejak Per-

aturan Pemerintah (PP) Nomor

57 Tahun 2021 tentang Standar

Nasional Pendidikan diundan-

gkan pada 31 Maret 2021, se-

jumlah elemen bangsa meminta

Pemerintah untuk membatal-

kan Peraturan Pemerintah No.

57 Tahun 2021 tersebut. Sebab

dalam PP No 57 Tahun 2021

tersebut, Pemerintah telah

menghapus Pancasila sebagai

pelajaran atau mata kuliah wa-

jib pada pendidikan nasional. 

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar

daerah pemilihan DIY Drs HM Gandung

Pardiman MM dengan tegas mendukung se-

jumlah elemen yang meminta pemerintah

membatalkan PPNo 57 Tahun 2021 tersebut.

“Menghapus Pancasila sebagai pelajaran

ataupun mata kuliah wajib dalam pendidikan

nasional kita ini berpotensi mengubur

Pancasila. Penghapusan Pancasila adalah

menghapus landasan sebagai nilai moral. Hal

ini akan membahayakan bagi masa depan

NKRI. Kita harus mencermati betul dan terus

mengawasi maksud dan tujuan penghapusan

pancasila tersebut,” ungkap Gandung

Pardiman dalam siaran persnya yang diteri-

ma KR, Minggu (16/5).

Desakan pembatalan terhadap PP No 57

Tahun 2021 ini, menurut Gandung Pardiman

harus terus digaungkan. Sebab upaya dari

ekstrem kanan dan ekstrem kiri (ideologi

Komunis) untuk berupaya menghilangkan

Pancasila dari Indonesia terus dilakukan tan-

pa henti dengan berbagai macam

cara.

“Kita jangan sampai lengah

dan terus menerus mewaspadai

segala upaya dari ekstrem kanan

maupun kiri yang telah nyata-

nyata ingin menghilangkan

Pancasila dengan berbagai

macam cara. Oleh karena itulah

desakan pembatalan PP No 57

Tahun 2021 ini harus terus-

menerus disuarakan agar men-

dapatkan perhatian dari Peme-

rintah,” tegas Gandung Pardiman yang juga

Ketua DPD Partai Golkar DIY dan pendiri

Gerakan Pasukan Anti Komunis (Gepako).

Lebih lanjut Gandung Pardiman menyata-

kan, pihaknya terus mengimbau kepada se-

mua elemen pengawal Pancasila untuk

meningkatkan kewaspadaan. “Patut diduga

di lingkungan eksekutif, legislatif dan

yudikatif yang terpapar paham ekstrem

kanan maupun kiri memiliki peran dalam

pengambilan kebijakan.  Oleh karena itulah

saya sebagai kader Partai Golkar, partai yang

mengukuhkan diri sebagai benteng Pancasila

untuk terus waspada,” kata Gandung.

Selain itu, Anggota Komisi VII DPR RI ini

juga mendukung penuh Pusat Studi

Pancasila UGM yang merekomendasikan un-

tuk melakukan uji materi (judicial review) ter-

hadap pasal-pasal yang tidak relevan dalam

mendukung kemajuan pendidikan karakter

bangsa yang tertuang dalam UU No. 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
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(5 SAWAL 1954) YOGYAKARTA
PADAT KARYA PROGRAM KOTAKU

Jaring Pengaman Sosial Terdampak Pandemi
YOGYA (KR) - Program

padat karya tahun ini tidak

hanya digulirkan oleh Pem-

kot Yogya maupun Pemda

DIY. Program Kota Tanpa

Kumuh (Kotaku) yang digu-

lirkan pemerintah pusat juga

dilakukan dengan pendekat-

an padat karya. Hal ini se-

kaligus menjadi jaring peng-

aman sosial bagi warga ter-

dampak pandemi Covid-19.

“Kegiatan di wilayah kami

harapkan bisa menggu-

nakan sistem padat karya.

Sehingga bisa membantu

masyarakat terdampak pan-

demi dalam meningkatkan

pendapatan keluarga. Jadi

bagian jaring pengaman

sosial agar bisa bangkit kem-

bali,” jelas Wakil Walikota

Yogya Heroe Poerwadi,

Minggu (16/5).

Program Kotaku di wila-

yah yang sudah bergulir sa-

lah satunya ialah di Kelu-

rahan Purwokinanti. Total

ada 75 warga terdampak

pandemi yang dilibatkan da-

lam pekerjaan selama 75

hari kerja. Seluruhnya akan

bekerja untuk melakukan

perbaikan berbagai infras-

truktur seperti jalan ling-

kungan dan saluran limbah

atau MCK. Infrastruktur itu

sebelumnya sudah dibangun

melalui program Kotaku dan

saat ini kondisinya rusak

ringan atau membutuhkan

pemeliharaan.

Heroe menambahkan, se-

tiap pekerja akan memper-

oleh upah sekitar Rp 90.000

per hari. Aturan tersebut

sesuai dengan aturan yang

berlaku di Pemkot Yogya

berdasarkan regulasi daerah

menyangkut standar harga

barang dan jasa (SHBJ). Se-

lain di Kelurahan Purwo-

kinanti, program padat

karya Kotaku untuk pemeli-

haraan infrastruktur juga di-

lakukan di tiga kelurahan

lain yaitu Pakuncen, Muja

Muju, dan Gunungketur.

“Setiap kelurahan mendapat

dana Rp 300 juta yang digu-

nakan untuk upah tenaga

kerja sebanyak 65 persen

dan sisanya digunakan un-

tuk pembelian bahan materi-

al pembangunan,” ulasnya.

Oleh karena itu Heroe

berharap seluruh warga

yang terlibat benar-benar

melakukan pekerjaan secara

serius agar kualitas hasil

pekerjaan bisa dipertang-

gungjawabkan dan tidak

cepat rusak. Kota Yogya pun

masih membutuhkan ba-

nyak kegiatan penataan agar

tercipta lingkungan yang

bersih, nyaman, tertata dan

tidak kumuh. “Tentunya, pro-

gram Kotaku sebagai salah

satu upaya penataan kawa-

san kumuh sangat tepat di-

lakukan,” jelasnya.

Heroe mengatakan, ke-

giatan penataan lingkungan

banyak dilakukan di sepan-

jang bantaran sungai. Ter-

dapat tiga sungai besar yang

membelah Kota Yogya yaitu

Kali Code, Winongo, dan

Gajah Wong. Ketiga sungai

tersebut akan dilengkapi de-

ngan jalan inspeksi yang

membujur di tepi sungai. 
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